PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

Menimbang :

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI GRESIK,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu
dilakukan penyempurnaan ketentuan proses pengadaan
barang jasa pada Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015;

bahwa agar pelaksanaan perjalanan dinas dapat
dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif,
transparan dan bertanggungjawab perlu menyempurnakan
ketentuan mengenai perjalanan dinas pada Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 37
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonenesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang
Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neagar Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Repiblik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tantang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334)
sebagaimana telah diubah keempatkalinya dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5655);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun

10.

11.

12.

13.

2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan
kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2009
tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi
Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
07/PRT/M/2011 tentang Standart dan Pedoman
Pengadaan Pekerjaan Jasa Kontruksi dan Jasa Konsultasi
sebagaiman diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 14/PRT/M/2013;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi

Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;



Menetapkan :

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
53/PMK.02/2014, tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2015;

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
194 /PMK.05/2014, tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam
Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan
Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran ;

17. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Nomor 339/KPTS/M/2002 tentang pedoman teknis
pembangunan Bangunan Gedung Negara;

18. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Nomor 257/KPTS/M/2004 tentang Pengadaan Jasa
Konstruksi;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor
10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013;

20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 37 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2015.

Pasal I
Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2015, Berita Daerah Kabupaten



Gresik Tahun 2014 Nomor 1523, diubah dan dibaca sebagai
berikut :

1. Ketentuan Lampiran pada BAB II MEKANISME
PELAKSANAAN APBD, BAB III PROSES PENGADAAN
BARANG DAN JASA, BAB V PERJALANAN DINAS, RAPAT,
LEMBUR, BEA MATEREI DAN PAJAK diubah dan dibaca
sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 2 Maret 2015
BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST. M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 2 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,
Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR 418



